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Pada kasus ini,  terdakwa Muhtar I. Saenda alias Taro diduga bersalah 
melakukan tindak pidana penganiayaan  dan diancam pidana dengan dakwaan 
Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan  Subsidair  Pasal 351 ayat (1) yang termuat 
dalam surat dakwaan. Kemudian terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat 
(1) KUHP dan dijatuhi hukuman selama  2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Permasalahan yang didapat  yaitu  ketidaktelitian  penuntut umum dalam  membuat
surat dakwaan dan dalam menetapkan pasal yang didakwakan, serta hakim kurang 
cermat dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan.  Seharusnya  penuntut 
umum harus membuat surat dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap. 
Kemudian terdapat  unsur direncanakan  yang seharusnya diperhatikan dan 
dimasukkan kedalam surat dakwaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan penuntut umum yang 
tidak teliti dalam membuat surat d akwaan, serta kurang tepat  dalam menetapkan 
pasal yang didakwakan, dan tindakan hakim yang tidak memperhatikan   fakta-
fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi.
Penelitian ini bersifat studi kasus  apabila dilihat dari tujuannya termasuk 
dalam  bagian  penelitian normatif  (normative legal research).  Data  yang 
digunakan  melalui studi kasus kepustakaan guna memperoleh data sekunder yaitu 
melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip,  dan menelaah Peraturan 
Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan alat 
penelitian yang digunakan adalah studi dokumen berupa Putusan Pengadilan 
Negeri Poso Nomor. 79/Pid.B/2018/PN.Pso selaku putusan pengadilan yang 
berkaitan dengan kasus yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum yang tidak teliti dalam 
membuat surat dakwaan sehingga surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi 
hukum, serta  tidak cermat dalam menetapkan pasal yang didakwakan yang mana 
tepatnya Pasal 353  ayat (1)  KUHP, dan hakim yang tidak cermat dalam 
memperhatikan fakta-fakta persidangan yaitu: adanya fakta bahwa terdakwa 
merencanakan penganiayaan ini terlebih dahulu, terdakwa menerobos masuk 
secara paksa rumah korban, dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya.
Diharapkan bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan pelatihan 
dan  workshop  pembuatan surat dakwaan, dan  focus group  discussion  membahas 
kasus rumit. Kemudian Pengadilan Negeri Poso untuk tidak merekomendasikan 
tindakan  â€œcopy-pasteâ€•  dan lebih memantau petugas dalam mengunggah putusan 
ke Direktori Putusan. Serta majelis hakim untuk meninjau kembali kasus-kasus 
yang pernah ada dan mengamati fakta-fakta persidangan didalamnya.
